
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk 
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas 
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2018 
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
Anggaran 2019; 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan .Jangka PB.njang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Wali Kota 
Medan Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, 
perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai 
dengan perkembangan keadaan dalam tahun 
berjalan: 

WALI KOTA MEDAN, 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
ten tang Tahapan, Tatacara Penyusunan 
Pengendalian nA,., Rvi::ihrnRi PPli::ikRA1'1J:IA1'1 RPnf'A1'1A 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

Nomor 3005); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 
tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, 
'T'oYY'lho"ho-n T OYY'lhoro-n l\Tonoro Po-n111"lilr T-nrln.-.ooio 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
l\l-~--- D--.,\-.1~1, l-A~--~~- l\T~-~- C::C.'70\. 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
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Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tah un 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1092); 



Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 
2019 Nomor 2); 
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Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

1..,. Peraturan Daerah rcota Medan rsomor 8 
Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran 
Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8); 

1.G. Peraturan Dae rah 1\.01:a rvieuan N ornor 7 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan 
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Medan Nomor 4); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian 
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
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f. BAB VII 

d. BAB IV 

c. BAB Ill 

a. BAB I 
b. BAB II 

:PENDAHULUAN 
: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 
LALU DAN CAPAIAN KINERJA 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH. 

: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH. 

: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 
KOTAMEDAN. 

: RENCANA PROGRAM DAN KEBIATAN 
PRIORITAS KOTA. 

: PENUTUP. 

e. BAB V 

( 1) RKPD-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara 

Pasal 2 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah eehingga berbunyi sebagai berikut: 

Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
Anggaran 2019, diubah sebagai berikut: 

o-h----- 1,-•--···-- ~-,-- n---•,·--- llT-1~ T./'-+- l.lf-~-- l\T---- /IC.. ..L...l\..,IJ\..,.l.Q._}JO.. 1'.\,,.,1,,..\..,.l.ll,..UQ..1.l \,..I.Q,..lQ..1.Jl .1. \,,.,.l(:l.1.,.\.,,lJ.0...J..l VVQ.lJ J.\,.V\.Q. U'J\..,\,..I.Cl,..ll 1.,v.&...11v1. .-v 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 46 TAHUN 
2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

MEMUTUSKAN: 

~ ,-., ._ o TT? • 0 'f' r , ,i • 't ... T A - m • """ - .. " 
11. r-eraruran wan rsota ivienan rxomor <to i anun ~v10 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 
2018 Nomor 46); 

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 
Tahun 20 I 9 ientang Anggaran Pendapatan uan 
Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kata Medan Tahun 2018 
Nomor 4); 

15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan 
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Daerah Kata Medan Nomor 5); 
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Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal ii 

RKPD-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1), disusun 
dalam bentuk Dokumen RKPD-P Tahun 2019. 

Pasal 5 

4. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sebagai berikut: 

Dalam hal RKPD-P tahun 2019 berbeda dengan KUA-P dan 
PPAS-P hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA-P dan 
PPAS-P Tahun 2019 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi 
pedornan bagi Pemerintah Daerah rbbm menyusun Rancangan 
APBD-P Tahun Anggaran 2019. 

Paeal 4 

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sebagai berikut: 

Dalam rangka penyusunan KUA-P, PPAS-P dan Rancangan APBD-P 
"'-'-'"'"'··- "~----· .. -- nn1n. 1 c:1.11 UH n..t l~C:U c:1.11 L. V J. :::, • 

a. Pemerintah daerah menggunakan RKPD-P sebagai bahan 
pembahasan KUA-P dan PPAS-P di DPRD; dan 

b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi 
analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang 

Pasal 3 

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sebagai berikut: 

(3) RKPD-P selanjutnya menjadi: 
a. pedoman bagi OPD dalam menyusun dan memutakhirkan 

rencana kerja tahun anggaran 2019; dan 
b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan 

KUA-P dan PPAS-P tahun anggaran 2019. 

(2) RKPD-P merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 
yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2019 
yang antara lain didalamnya mengatur arah kebijakan 
perekonomian dan isu-isu strategis pembangunan rencana kerja 
dan pendanaannya. 
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Pembin 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
RRZARlA'r !)AF.RAH l((WA MRl)AN, 

BAMB~H 

WIRIYA ALRAHMAN 

H·rl 
LLU. 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN, 

T"\; •• _ ..:I-- -1--·- ..3; 1\ K-..:1-- 
LJ1UHUa.H~.1'1..CU1 Uf 1V!CUCU1 

pada tanggal 12 Juli 2019 

DZULMI ELDiN S 

ttd 

WALi KOTA MEDAN, 

Ditetapkan di Medan 
pad a tanggal 12 Juli 201 9 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan W ali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Medan. 
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